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Atasi Bencana, DPR Desak
Pemerintah Terbitkan Perppu

DPR mendesak Pemerintah
segera menerbitkan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-

Undang (Perppu) untuk mem-

- percepat proses penanggulangan
bencana. Alasannya, Undang-
Undang (UU) Nomor 24/2007
tentang Penanggulangan Beneana
sudah tidak relevan dengan kon-
disi saat ini. Sedangkan untuk
merevisinya diperlukan waktu
lama. Makanya, Perppu menjadi
Jjalan terbaik..

Desakan ini merupakan hasil
rapat evaluasi penanggulangan
bencana Nusa Tenggara Barat
(NTB), di Kompleks Parlemen,
Senayan, Jakarta, kemarin. Rapat
itu dipimpin Wakil Ketua DPR
Fahri Hamzah. Dari Pemerintah,
yang hadir antara lain Kepala
Badan Nasional Penan ggulangan
Bencana (BNPB) Doni Mon-
dardo, pejabat Kementerian
Keuangan, pejabat Kementerian

Koordinator Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan, pe-
jabat Kementerian Koordinator
Perekonomian, dan: pejabat
Kementerian Sosial. Dari daerah
-yang hadir antara lain Bupati
Lombok Utara dan Bupati
Lombok Barat,

“Tim Pengawas DPR-meng-
anggap perlu penerbitan Perppu
terkait Penanggulangan Ben-
cana. Perppu tersebut bertujuan

Juntuk mempercepat pelaksanaan.

penanggulangan dampak ben—
cana,” kata Fahri.
Selain itu, Tim Pengawas DPR

- Juga mengingatkan Pemerintah

untuk memastikan kekurangan
alokasi anggaran untuk pe-
nanganan bencana di NTB,
sehingga pembiayaan pem-
bangunan/perbaikan rumah da-
pat segera diselesaikan.

“DPR meminta Pemerintah
bisa memastikan dana penang-

gulangan bencana. Dana pemu-
lihan lokasi terdampak bencana _
masih kurang. Tadinya, (di-
Janjikan) sebelum April sudah
beres 100 persen. Tap1 kami

‘mendengar masih minim sekali.

Anggaran Rp 50 juta untuk
nyelesaikan rumah ditransfer

' 25 juta. Nggak mungkin orang

tinggal di rumah dindingnya
enggak ada, atapnya enggak
ada,” keluhnya.

Selain itu, Tim Pengawas DPR
meminta Pemerintah melaku-
kan validasi dan verifikasi data
penerima dana stimulan berdasar-
kan usulan terbaru Pemerintah

‘Daerah serta penyederhanaan

persyaratan pembangunan ru-
mah. DPR juga meminta Pe-
merintah memperbanyak bank

¥ang menyalurkan bantuan.

Tidak cuma BRI. Bank yang di-
tunjuk juga tidak boleh menjadi
lembaga verifikasi. m oni



